WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ©21TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG PEJABAT PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terus meningkatkan pelayanan
pengadaan barang/jasa secara efektif dan efisien
khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,
dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja
Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali kota Banjarmasin
Nomor : 824.3/024-MP/BKD, Diklat/2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali
kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pejabat
Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa
Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat [ di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah
diubah debgan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);



dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
leritaiig Périibalian Atas Undang-Undang Noinior 11 Taliln
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomior 6 Talitin 2023 tetitang Penetapan Peratiirai
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah



10.

11.

12.

13.

14.

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
24, Tambahan Leénibaran Negarda Republik Indoriesia Nomoi
6626);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 511);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);



Menetapkan

i5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019
Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor
12 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja
Pemilihan  Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarmasin
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 397 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2022
tentang DPejabat Pengadaan dan Kclompok Kerja Pemilihan
Barang/Jasa Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.

Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1- September 202

WALI KOTA BANJARMASIN,

e

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 651 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG PEJABAT
PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA
PEMILIHAN BARANG /JASA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

PEJABAT PENGADAAN
DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO NAMA NIP
1 | Yul Poliatma Rachmanu, AP, M.Si 19760722 199502 1 001

2 | Abdul Muis, S.ST, M.Eng 19760404 199803 1 009

3 | Muhammad Arief, ST, MM 19800109 200604 1 003

4 | Norhasanah, SKM 19800217 200602 2 010

S | Titok Prasetya Ananta, ST 19761112 201001 1 004

6 | Ahmad Syehfi Mirajqi, S.ST 19830420 200501 1 004

7 | Farida Aryani, ST B 19771229 200901 2 002

8 | Dedy Sadikin, S.Mn. MA 19750101 200801 1 033

9 | Ferdi Firmansyah, ST 19761220 199903 1 003

10 | Gusti Muhammad Romy Faizal, SE | 19800215 200901 1 002 |
11 | Juwita Putri, SH 19920912 201502 2 001

12 | Rumintang Golim, S.Kom. 19861213 201001 1 003

13

Muhammad Ridha Setiawan,S.T | 19980925 202321 1 003

WALI KOTA BANJARMASIN,

S

IBNU SINA




